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Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat manusiatidak akan pernah lepas dari kegiatan ekonomi. Di
dalam kegiatan ekonomi ini secaragaris besar terdapat dua pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Pelaku
usaha adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, sedangkan konsumen
adalah pihak yang menikmati hasil kegiatan ekonomi pelaku usaha tersebut. Kedua pihak tersebut saling
membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, sehingga kedudukan
antara pelaku usaha dengan konsumen pada dasarnya adalah sama atau sedergjat. Namun pelaku usaha yang
bertujuan untuk mendapat keuntungan dalam menjalankan usahanya terkadang ingin mengeruk keuntungan
yang lebih besar lagi dengan cara yang dapat merugikan konsumen, diantaranya dengan mencantumkan
klausula baku dalam nota penjualan barang . Klausula baku ini mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha,
sehingga konsumen sendiri yang harus menanggung kerugian yang dideritanya. Hal ini mengakibatkan
keadaan yang tadinya sejgjar menjadi timpang karena kedudukan pelaku usaha menjadi lebih tinggi dari
kedudukan konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dapat diketahui dasar hukum
yang mengatur tentang klausula baku dalam nota penjualan barang dan tanggung jawab pelaku usaha yang
mencantumkannya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata dijadikan acuan untuk memecahkan masalah ini.

K etentuan mengenai pencantuman klausula baku telah diatur dalam UUPK, dan jika dihubungkan dengan
KUH Perdata, larangan pencantuman klausula baku dalam UUPK akan membawa konsekuensi hukum
terhadap pencantuman klausula baku dalam nota penjualan barang. Dalam UUPK juga diatur mengenai
kewajiban pelaku usaha, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang menjadi tanggung jawab pelaku
usaha yang mencantumkan klausula baku dalam nota penjualan barangnya. Untuk mengatasi masal ah
pencantuman klausula baku yang merugikan ini diperlukan sosialisas mengenai ketentuan dalam UUPK
kepada konsumen dan pelaku usaha melalui berbagai media massa agar klausula baku yang merugikan
konsumen ini tidak meluas pemakaiannya di masyarakat. Selain itu, diperlukan adanya pengetatan
pengawasan serta pemberian sanksi hukum secara tegas.
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